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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i “Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak-.Daerah
dan Restribusi Daerah, Pajak Sarang_Burung Walet
merupakan jenis pajak yang dapat, dipungut oleh
Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa sesuai pasal 95 ayat (1) ‘Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajaks, Daerah dan Retribusi
Daerah, pajak ditetapkan dengan ‘Reératuran Daerah;

c. bahwa berdasarkan \~pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hutuf ‘@ “dan b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah ‘Kabupaten Pesawaran tentang Pajak
Sarang Burung \Walet;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara (Pidana¥(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun_1981"Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik‘indonesia Nomor 3209);

2. ‘Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahunl1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 _tetang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan“kembaran
Negara Republik Indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun, \2004 tentang
Pembentukan Peraturan Rerundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembarany*Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor <15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan~ dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nemoer66, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4749);



12.

13.

14.

15.

16.

1/.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983yténtang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahum, 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran‘\¢Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nmor\6, “T'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia\, Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran~Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Womon 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan-Kawasan Pelestarian Alam.
(Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 132, ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 3776);

Peratugan ~Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan® Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor) 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3804);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Mengtapkan :

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung Walet;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1QO0/Kpts-
11/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung
Walet (Collocalia Spp);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Pesawaran (Lembaran Daerah (Kabupaten Pesawaran
Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan,‘Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupatem Pesawaran Nomor 03
Tahun 2008 tentang,'Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten., ‘Pesawaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pésawaran Tahun 2008 Nomor 03,
Tambahan jLembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 03);

Dengan\Persetujuan Bersama

DEWANWPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesawaran.



10.

11.

12.

13.

Bupati adalah Bupati Pesawaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usahasmilik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,_kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,)organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif{dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas_ kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Burung Walet adalah satwa liar yangwtétmasuk marga colloce yaitu
collocelia fuchliap haga, collocelias \maxina, collocelia esculanta dan
collocelia linchi.

Surat Pemberitahuan Pajak Daetah,yang dapat disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajaksdigunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak;~Obyek Pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan <kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan\perpajakan daerah.

Surat Setoran, Pajak-Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan-oleh Bupati.

Surat ‘Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit Pajak jumlah kekurang
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
dapat disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kedit pajak



